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ABSTRAK

Navi’ah, Rahmah. 2023. Penerapan Metode AHP-Fuzzy dalam Menentukan Tingkat
Prioritas Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Kota Malang. Skripsi.
Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Evawati Alisah, M.Pd,
(2) Fachrur Rozi, M.Si.

Kata kunci: AHP-Fuzzy, tingkat prioritas, tindak pidana, narkotika dan psikotropika

Analytical Hierarchy Process-Fuzzy (AHP-Fuzzy) adalah kombinasi metode
antara pendekatan konsep fuzzy dengan metode AHP. Penggunaan AHP-Fuzzy diberbagai
bidang sebagai alat untuk menganalisis keputusan multi-atribut dengan banyak kriteria dan
alternatif Tujuan AHP-Fuzzy sama halnya dengan AHP vyaitu digunakan dalam
pengambilan keputusan, berdasarkan peringkat prioritas. Pengembangan AHP-Fuzzy
menerapkan konsep metode analisis perluasan dengan fungsi keanggotaan TFN. Sementara
itu, terdapat data berupa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
yang memberikan informasi mengenai tindak pidana setiap terdakwa. Sehingga, Penulis
mengangkat rumusan masalah, yaitu penerapan metode AHP-fuzzy dalam menentukan
tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerapan metode AHP-Fuzzy dalam data
kasus tindak pidana. Penelitian ini menemukan adanya proses penyesuaian metode
tersebut. Pada tahap awal menentukan nilai crisp, terlebih dahulu melakukan analisis
keseluruhan data agar memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi data.
Selanjutnya, melakukan proses fuzzifikasi dan tahap AHP. Tahap akhir metode ini adalah
proses pembobotan dimana penulis memberikan nilai nol untuk kriteria utama yang tidak
memiliki sub-kriteria. Proses tersebut menggabungkan konsep perhitungan fuzzy dan AHP,
berupa perkalian antara bobot prioritas di AHP dengan vektor bobot di fuzzy. Pada proses
perangkingan penulis mengubah hasil perhitungan pembobotan ke dalam bentuk persen.
Dengan demikian, hasil akhir penelitian ini adalah tingkat prioritas tindak pidana, dengan
pasal 114 sebagai prioritas tertinggi. Diikuti dengan pasal 112, pasal 111, dan pasal 127.
Penelitian ini membuktikan bahwa metode AHP-Fuzzy bisa diterapkan ke dalam data kasus
tindak pidana dan memperoleh hasil akhir sesuai dengan kondisi data. Dengan demikian,
hasil akhir penelitian ini bisa digunakan informasi kepada pemerintah, BNN, atau pihak
terkait untuk pemberantasan narkotika dan psikotropika khususnya di Kota Malang.
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ABSTRACT

Navi’ah, Rahmah. 2023. On the Application of AHP-Fuzzy Method in Determining the
Priority Level of Narcotic and Psychotropic Crimes in Malang City. Thesis.
Mathematics Study Program, Faculty of Science and Technology, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Evawati Alisah,
M.Pd, (2) Fachrur Rozi, M.Si.

Keyword: AHP-Fuzzy, level priority, crimes, narcotic and psychotropic

Analytical Hierarchy Process-Fuzzy (AHP-Fuzzy) is a combination of methods
between the fuzzy concept approach and the AHP method. The use of AHP-Fuzzy in
various fields as a tool for analyzing multi-attribute decisions with many criteria and
alternatives The purpose of AHP-Fuzzy is the same as AHP, which is used in decision
making, based on priority ranking. The development of AHP-Fuzzy applies the concept of
extended analysis method with TFN membership function. Meanwhile, there are data in
the form of criminal cases of narcotics and psychotropic abuse that provide information
about the criminal offense of each defendant. So, the author raises the formulation of the
problem, namely the application of the AHP-fuzzy method in determining the priority level
of criminal acts of narcotics and psychotropic abuse. This research aims to find out how
the procedure for applying the AHP-Fuzzy method in criminal case data. This research
found that there is a process of adjusting the method. In the initial stage of determining the
crisp value, first analyze the entire data in order to obtain a conclusion that is in accordance
with the condition of the data. Next, perform the fuzzification process and the AHP stage.
The final stage of this method is the weighting process where the author gives zero value
to the main criteria that do not have sub-criteria. The process combines the concepts of
fuzzy and AHP calculations, in the form of multiplication between priority weights in AHP
and weight vectors in fuzzy. In the ranking process, the author converts the results of the
weighting calculation into percent. Thus, the final result of this research is the priority level
of criminal offenses, with article 114 as the highest priority. Followed by article 112, article
111, and article 127. This research proves that the AHP-Fuzzy method can be applied to
criminal case data and obtain final results in accordance with data conditions. Thus, the
final results of this study can be used as information for the government, BNN, or related
parties to eradicate narcotics and psychotropic drugs, especially in Malang City.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode pengambilan
keputusan Multi Atribut Decision Making yang dikembangkan oleh Prof. Thomas
Lorie Saaty (Munthafa & Mubarok, 2017). AHP menerapkan pendekatan yang
sistematis dan logis dalam proses perencanaan hingga diperoleh solusi.
Penggunaan AHP diberbagai bidang sebagai alat untuk menganalisis keputusan
multi-atribut dengan banyak kriteria dan alternatif. Tahapan AHP diawali dengan
penentuan kriteria utama dan penyusunan hirarki. Hal ini menunjukkan kelebihan
AHP, dimana mampu mengelompokkan suatu masalah menjadi hirarki yang
terstruktur. Penyusunan hirarki paling sederhana dengan tiga tingkatan, yaitu
tujuan keputusan pada tingkatan teratas, kriteria beberapa alternatif pada tingkatan
kedua, dan evaluasi berada pada tingkatan berikutnya. Selanjutnya, menentukan
matriks perbandingan berpasangan, berdasarkan tingkat kepentingan antar kriteria
utama atau hubungan timbal balik antar kriteria. Hasil matriks perbandingan
tersebut berupa nilai eigen maksimal, yang akan digunakan dalam uji konsistensi
matriks. Kelemahan dari metode AHP ini adalah bersifat subjektif pada proses
perbandingan berpasangan (Santoso dkk., 2016). Kelemahan tersebut dapat
ditutupi dengan penggabungan konsep fuzzy. Pada konsep fuzzy terdapat rentang
nilai yang akan menggabungkan ketidakpastian pengambilan keputusan di AHP,
karena AHP menggunakan bilangan tegas (crisp). Dengan demikian,

penggabungan pendekatan secara konseptual kedua hal tersebut dikenal sebagai



metode Analytical Hierarchy Process-Fuzzy atau AHP-Fuzzy.

AHP-Fuzzy adalah kombinasi metode antara pendekatan konsep fuzzy dengan
metode AHP. Tujuan AHP-Fuzzy sama halnya dengan AHP yaitu digunakan
dalam pengambilan keputusan. Pengembangan AHP-Fuzzy menerapkan konsep
metode analisis perluasan. Pada metode analisis perluasan, setiap objek diambil
dan dianalisis jangkauan untuk tiap tujuan yang dilakukan pada masing-masing
objek. Metode tersebut akan menghasilkan vektor bobot berupa bilangan non-
fuzzy dengan melalui proses normalisasi (Kahraman, 2008). Perbedaan AHP dan
AHP-Fuzzy terletak pada matriks perbandingan berpasangan. AHP-Fuzzy
menggunakan fungsi keanggotaan segitiga yang memiliki rentang nilai.
Kombinasi kedua metode tersebut tampak ketika melakukan pembobotan dengan
mengalikan bobot prioritas kriteria utama pada AHP dan hasil vektor bobot yang
menggunakan konsep fuzzy.

Sementara itu, narkotika dan psikotropika adalah golongan substansi yang
bermanfaat dalam dunia medis. Penggunaan kedua obat tersebut berdasarkan pada
aturan (hukum) dan tidak semua jenis narkotika dan psikotropika diperbolehkan
penggunaannya di dalam dunia kedokteran. Pemerintah mengelola dengan hukum
secara ketat penggunaan kedua obat tersebut, karena berpotensi penyalahgunaan
dan ketergantungan, yaitu pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
UU No. 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Sasangka, 2003).

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, narkotika merupakan obat yang berasal
dari tanaman (alami) atau bukan tanaman (olahan), sehingga memberikan efek
perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

menimbulkan ketergantungan pada pengguna (Indonesia, 2009). Narkotika sendiri



dibagi menjadi 3 golongan yang diatur dalam Bab Il Ruang Lingkup. Pada
golongan 1 digunakan hanya untuk keperluan penelitian dan tidak boleh digunakan
dalam dunia medis. Sedangkan, pada golongan 2 dan 3 hanya digunakan untuk
keperluan medis. Sementara itu, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, psikotropika
merupakan obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, dengan manfaat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang berakibat
perubahan secara khusus pada aktivitas mental dan perilaku pengguna (Indonesia,
1997). Psikotropika juga terbagi menjadi 4 golongan diatur dalam Bab 1l Ruang
Lingkup dan Tujuan. Pada golongan 1 digunakan hanya untuk keperluan
penelitian dan golongan 2, 3, dan 4 hanya digunakan untuk keperluan medis.
Penggunaan narkotika dan psikotropika yang tidak berdasarkan pada undang-
undang termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga akan dikenakan sanksi pidana.

Pemerintah membuat sanksi atas penyalahgunaan kedua zat tersebut berupa
ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Pada UU No.
35 Tahun 2009, tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV yang menyatakan
bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, antara lain: 1)
Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika dalam bentuk alami; 2) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan narkotika bentuk olahan; 3) Memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan narkotika dalam bentuk alami dan/atau olahan; 4)
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam bentuk alami dan/atau
olahan; 5) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dalam

bentuk alami dan/atau olahan; 6) Menggunakan atau memberikan narkotika untuk



digunakan orang lain; dan 7) Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pada UU No. 5 Tahun 1997, tindak pidana atau delik psikotropika diatur dalam
Bab XIV yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan
hukum, antara lain: 1) Menggunakan psikotropika diluar ilmu pengetahuan, maka
hal itu merupakan tindak pidana; 2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam
proses produksi psikotropika; 3) Mengedarkan psikotropika; 4) Mengimpor
psikotropika; atau 5) Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh J Andri¢ dan Da-
Gang Lu (2014) mengenai penilaian resiko tsunami pada jembatan menggunakan
AHP-Fuzzy. Sehingga, objek kriteria utama penelitian tersebut mencakup semua
sumber bahaya yang mengikuti peristiwa tsunami dan berpotensi menyebabkan
kerusakan pada jembatan. Faktor resiko tsunami dianalisis menggunakan AHP dan
penentuan level kerusakan jembatan menggunakan teori matematika fuzzy. Tujuan
dari metode ini adalah untuk memprediksi tingkat kerusakan jembatan setelah
terkena bencana tsunami. Dengan demikian, hasil akhirnya berupa lima tingkat
kerusakan jembatan, yaitu tidak hancur, hancur ringan, hancur sedang, hancur
berat dan runtuh.

Kemudian, berdasarkan penelitian pendukung yang dilakukan oleh Santoso,
Rita Rahmawati, dan Sudarno (2016) mengenai penentuan prioritas pelanggan
berkunjung ke galeri (studi kasus di Secondhand Semarang) dengan menggunakan
AHP-Fuzzy. Penerapan metode AHP-Fuzzy dengan fungsi Triangular Fuzzy
Number (TFN) dalam skala penilaian interval dengan kriteria utama penelitian,
antara lain barang, produk, suasana, dan lingkungan. Konsep fuzzy yang digunakan

dalam penelitian tersebut adalah extent analysis method. Di sisi lain, penerapan



metode AHP untuk menguji kekonsistenan matriks perbandingan berpasangan
antar Kkriteria utama. Dengan demikian, hasil akhir penelitian ini menunjukkan
kriteria barang memiliki tingkat prioritas tertinggi sebesar 0,341. Kemudian,
diikuti produk (0,245), suasana (0,211), dan lingkungan (0,201).

Narkotika dan psiktoropika tidak sepenuhnya haram. Pada dunia kedokteran
narkotika digunakan sebagai obat bius sebelum operasi dan psikotropika
digunakan sebagai obat gangguan mental. Kedua zat tersebut dinyatakan haram
jika digunakan atau dikonsumsi melebihi kadar yang telah ditetapkan dalam
hukum, sehingga menimbulkan mudharat (bahaya) bagi penggunanya. Pada sudut
pandang islam, hukum penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak
disebutkan secara konkrit di dalam Al-Qur’an maupun hadits. Maka, ketentuan
hukum penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pendekatan giyas
(analogi hukum) dengan khamar (Khalaf, 1989). Kedua hal tersebut memiliki
persamaan ‘llat (sebab) yaitu memabukkan dan menghilangkan akal,
sebagaimana khamar. Menurut Syarifuddin (2012), sesuai dengan firman Allah
dalam surah Al-Ma’idah ayat 90-91, sebagai berikut:

S 6 kb go ety Y B & WV g 5 5 i G g il

S35 i Ry et 5 2 g iy 40 K g 1 ki B @i

034 151 48 Bl 135 4

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah
perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan
hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu,
dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat,
maka tidaklah kamu mau berhenti?” (Al-Ma'idah 5:90-91).



Dengan demikian, jelas bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika hukumnya haram. Tindak pidana tersebut sama halnya dengan
kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Maka, dalam syariah
islam, haruslah memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi harta atau barang
yang halal.

Penggabungan kedua penelitian di atas yang mengkaji metode AHP-Fuzzy dan
tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka penulis akan melakukan penelitian
berupa penerapan metode AHP-Fuzzy dalam menentukan tingkat prioritas tindak
pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Penulis berharap penyesuaian
metode AHP-Fuzzy dengan data kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika
akan terjadi modifikasi di dalam penentuan nilai crisp dan tahap pembobotan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah bagaimana prosedur penerapan metode AHP-Fuzzy dalam menentukan
tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kota
Malang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari pembahasan ini
adalah mengetahui prosedur penerapan metode AHP-Fuzzy dalam menentukan
tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kota
Malang.

1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis



Penulis dapat memperdalam ilmu pengetahuan di bidang Fuzzy Logic yaitu
AHP-Fuzzy, serta mengasah kemampuan penulis dalam penyesuaian metode
dengan kondisi data yang ada untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan.

. Bagi Pembaca

Penelitian ini mampu menambah wawasan bagi pembaca, mengenai salah
satu ilmu di Bidang Matematika dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian
dengan objek penelitian yang berbeda.

. Bagi Instansi

Sebagai tambahan informasi yang dapat digunakan pihak kepolisian, BNN,
atau pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.



BAB Il

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Pendukung
2.1.1 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Prof. Thomas Lorie Saaty mengembangkan metode dalam pengambilan
keputusan disebut dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) (Munthafa &
Mubarok, 2017). Metode tersebut memecahkan masalah pemilihan, diantara
beberapa alternatif hasil evaluasi dari beberapa kriteria. AHP didasarkan pada teori
pengukuran untuk menentukan skala interval dari perbandingan berpasangan dalam
menentukan tingkatan alternatif. Permasalahan kompleks dipengaruhi oleh banyak
faktor (multifaktor). AHP mampu mengelompokkan masalah tersebut menjadi
suatu hirarki yang terstruktur.

Metode AHP memiliki struktur pengambilan keputusan yang paling sederhana,
yaitu 1) Tujuan keputusan berada pada tingkatan teratas; 2) Kriteria dengan
beberapa alternatif berada pada tingkatan kedua; dan 3) Evaluasi berada pada
tingkatan berikutnya. Struktur ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kepentingan
suatu elemen. Pada tingkatan tertentu, dalam hubungannya dengan sebagian atau
selurun elemen tingkat yang berdekatan di atasnya. Kemudian, setelah
mempertimbangkan lebih lanjut dalam menilai dampak setiap elemen dan prioritas
hirarki secara keseluruhan, penulis dapat menyusunnya ke dalam piramida hirarki

tiga tingkatan yang diilustrasikan dalam Gambar 2.1.



Goal

Criteria

Gambar 2.1 Hirarki Tiga Tingkatan (Saaty & Vargas, 2012)

Hasil penilaian tersebut berupa matriks, yang bertujuan untuk megetahui
prioritas perbandingan antar elemen. Matriks ini disebut matriks perbandingan
berpasangan (pairwise comparison matrix). Proses perbandingan ini menentukan
elemen tiap matriks dengan menyusun tingkat kepentingan pada skala 1 sampai 9,

seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Skala Perbandingan Tingkat Kepentingan

Tingkat Kepentingan Definisi

1 Sama pentingnya (Equal Importance).

Sedikit lebih penting daripada lainnya (Slightly more

3 Importance).

5 Sangat lebih penting daripada lainnya.

7 Jelas lebih penting daripada lainnya (Signifcantly more
Importance).

9 Mutlak lebih penting daripada lainnya (Absolutely more

Importance).
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Tingkat Definisi
Kepentingan

2,4,6,8 Jika terdapat komponen di antara dua pilihan.
Kebalikan / a;j = ai dengan a;j elemen matriks baris ke-i dan kolom
Resiprokal Ke-j g

Sumber : Saaty & Vargas (2012)

Pada tahap mencari nilai vektor prioritas untuk memperoleh local priority.
vektor prioritas berperan menunjukkan tingkat prioritas setiap elemen yang
dihasilkan olen matriks perbandingan berpasangan. Penentuan vektor prioritas
tersebut menerapkan metode nilai eigen (Hafiyusholeh & Asyhar, 2016).
Perhitungan nilai eksak untuk memperoleh nilai eigen maksimal (4,,4,), Yaitu
pertama, setiap entri matriks membagi jumlah masing-masing kolom. Kemudian,
menghitung rata-rata setiap baris matriks yang dinyatakan sebagai vektor prioritas
w. Hasil vektor prioritas w dikalikan dengan matriks perbandingan A, untuk
menghasilkan vektor jumlah bobot. Setiap entri pada vektor jumlah bobot akan
dibagi dengan vektor prioritas w untuk menghasilkan bobot prioritas atau nilai
eigen (4). Selanjutnya, A,,,, diperoleh dengan menghitung rata-rata dari nilai
bobot prioritas.

Pada Logical Consistency, menentukan tingkat konsistensi hasil penilaian.
Pengambilan keputusan memiliki beberapa persepsi atau perspektif, yang dapat
memungkinkan ketidakkonsistenan. Berdasarkan Teorema 2.2, maka matriks A
konsisten jika dan hanya jika 4,,,, dekat dengan n atau A,,,,, = n. Hal tersebut

dapat diketahui melalui penyimpangan konsistensi A,,,,. Indikator kekonsistenan
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diukur menggunakan indeks konsistensi Cl (Consistency Index) matriks

perbandingan, sebagai berikut:

cl = Ymax—) n kriteria (2.1)
(n-1)

Menurut Saaty & Vargas (2012), matriks perbandingan dikatakan konsisten jika
nilai Consistency Ratio (CR) < 0,01. Hasil rasio konsistensi sebagai batas
ketidakkonsistenan (inconsistency). CR diperoleh dari perbandingan indeks
konsistensi dengan nilai rata-rata Random Consistency Index (RI1). Nilai rata-rata

Random Consistency Index (RI) yang bergantung dengan n dirangkum dalam Tabel

2.2.
CI
CR = - (2.2)
Tabel 2.2 Random Consistency Index (RI)

N 1 2 3 4 5 6
Random
consistency 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25
index (RI)

N 7 8 9 10 11 12
Random
consistency 1,35 1,40 1,45 1,49 151 1,48
index (RI)

Sumber : Saaty & Vargas (2012)

Tahapan AHP dilakukan pada semua tingkat hirarki. Pada langkah terakhir
metode ini adalah pembobotan dan perangkingan. Pembobotan dengan mengalikan
bobot prioritas kriteria utama dan bobot prioritas alternatif. Hasil akhir metode AHP

dalam bentuk urutan atau perangkingan.
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Menurut Munthafa dan Mubarok (2017) terdapat beberapa alasan metode ini
digunakan sebagai pemecahan masalah dibandingkan dengan metode lain, antara
lain:

1. Struktur dalam metode AHP bersifat hirarkis sebagai urutan kriteria terpilih

hingga ke subkriteria spesifik.

2. Prosedur AHP mempertimbangkan validitas hingga inkonsistensi, sebagai

kriteria dan alternatif yang dapat dipilih oleh pembuat keputusan.

2.1.2 Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy

Pengambilan keputusan kriteria ganda atau Multiple Criteria Decision-Making
memiliki dua pendekatan, yaitu Multiple Atribut Decision Making dan Multiple
Objective Decision Making. Pendekatan Multiple Atribut Decision Making
merupakan alternatif penggabungan informasi ke dalam matriks keputusan, dengan
informasi tambahan yang diperoleh dari pengambilan keputusan untuk menentukan
peringkat akhir, penyaringan, atau pemilihan alternatif tersebut. Permasalahan
Multiple Atribut Decision Making melibatkan pengurutan dengan sistem
pemeringkatan (Kahraman, 2008).

Baas dan Kwakernaak pertama kali mengemukakan pemecahan masalah
dengan menggabungkan teori himpunan fuzzy dalam pengambilan keputusan. Pada
Multiple Atribut Decision Making diklasifikasikan menjadi dua kategori ke dalam
himpunan data fuzzy, yakni Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy dan Multiple
Objective Decision Making-Fuzzy, dimana masing-masing berdasarkan pada kedua
konsep tersebut (Tzeng & Huang, 2011). Kemudian pada tahun 1977, Baas dan
Kwakernaak mengusulkan Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy sebagai karya

klasik.
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Metode Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy memiliki dua langkah proses,
yaitu tahap pencarian rating atau fungsi fuzzy untuk setiap alternatif dengan
penyesuaian semua Kriteria dan tahap penggunaan metode fuzzy untuk menentukan
urutan peringkat alternatif dalam mendapatkan alternatif terbaik (Kusumadewi,
2006). Metode tersebut diklasifikasikan berdasarkan empat faktor, yaitu
kemampuan dalam pemecahan masalah ukuran besar, penggunakan tipe data yang
diizinkan, pengaitan metode Multiple Atribut Decision Making menjadi metode
Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy, dan penggunaan teknik pada masing-
masing metode (Chen dkk., 1992).

2.1.3 Analytical Hierarchy Process-Fuzzy (AHP-Fuzzy)

Metode Analytical Hierarchy Process-Fuzzy (AHP-Fuzzy) merupakan metode
yang menggabungkan pendekatan konseptual fuzzy dan metode AHP. Oleh karena
itu, elemen matriks resiprokal direpresentasikan dengan bilangan fuzzy (Lu, 2007).
Ketikdakmampuan AHP dalam menangani subjektivitas dalam proses matriks
berpasangan, maka hal tersebut ditingkatkan dengan AHP-Fuzzy yang
menggunakan rentang nilai untuk menggabungkan ketidakpastian pengambilan
keputusan (Kahraman, 2008).

Menurut Chang (1996), metode AHP-Fuzzy merupakan perbandingan
berpasangan skala rasio yang berhubungan dengan nilai skala fuzzy. Konsep dasar
metode ini adalah Triangular Fuzzy Number (TFN). Frans Susilo (2006)
menerangkan bahwa TFN memiliki tiga fungsi keanggotaan. Notasi tiga fungsi
keanggotaan tersebut [,m,dan u, dengan [ < m < wu,dan dinyatakan dengan

TFN(x; [, m,u) dengan atruran:
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—1
(% , untukl<x<m (2.3)
TEN(x;l,m,u) = i% , untukm<x<u (2.4)
0, untuk lainnya (2.5)

Fungsi keanggotaan dapat dinyatakan juga dengan rumus, sebagai berikut:

x—1l u—x
TEN(x;l,m,u) = max (min( , ), 0) (2.6)
m—-—Ilu—m

Misalkan TFN vyaitu M; = (l;, my, u;) dan M, = (l,, m,, u,), memiliki

aturan-aturan operasi dua TFN tersebut, sebagai berikut:

1. M & M, =(;+1,, mi+my, uy +uy) (2.7)
2. My @ M, = (ll,, mym,, uju,) (2.8)
3. 1 ® My = (A, Amy, Auy) (2.9)
4. M;7t = (ly, my, uy)?t (2.10)
M7= (T m T w Y (2.11)
M7t = (lilmiluil) karenal; < m; < u, (2.12)
Mt = (uilm%%) (2.13)

Berdasarkan Kronecker, tanda @ dan @ adalah operasi perkalian dan
penjumlahan dua vektor sesuai dengan posisinya secara berturut-turut, sehingga
menghasilkan vektor yang berukuran sama.

2.1.4 Proses Fuzzifikasi AHP Menggunakan Fuzzy Synthetic Extent

Fuzzy Synthetic Extent merupakan nilai perluasan suatu objek yang dihitung
dari perbandingan berpasangan. Fuzzy Synthetic Extent digunakan untuk
mendukung proses pengambilan keputusan fuzzy, seperti AHP-Fuzzy. Metode ini

memiliki 4 tahap analisis.
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Misalkan, C; merupakan objek kriteria ke-i dan g; merupakan tujuan ke-i, untuk
setiap i = 1,2, ..., n. Setiap objek kriteria dengan tujuan g; akan dilakukan analisis
perluasan. Nilai analisis perluasan m untuk setiap objek kriteria ditunjukkan
sebagai Mg, M., .., MJ%;i=1.2,..,n, dengan Méi(j =1,2,..,m) merupakan
Tringular Fuzzy Number (TFN), dengan derajat keanggotaan TFN dapat diketahui

dari fungsi keanggotaan pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2 Fungsi Keanggotaan TFN (Chen dkk., 1992)

Pada analisis perluasan yang dikembangkan oleh Kahraman (2008) memiliki

4 tahapan, sebagai berikut:
1. Nilai Fuzzy Synthetic Extent terhadap objek kriteria ke-i didefinisikan.

-1

Si =M, ® ZZMg,'i Vi=12,.,mj=12,..,m (214)

n
i=1 j=1
dengan Méi merupakan (l;, m;, u;), untuk setiap i = 1,2, ..., n. Sehingga,

persamaan (2.3) dapat diuraikan, sebagai berikut:
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n
S =Upmyu) & Z(li,mi,ui)_l (2.15)
1 11
- (ll,ml,u)®2(u — i) (2.16)
= (o 1) ® < o ) @17)
l'mlPu‘ ) .
W Zimamy Xl
(l ! ! ! ) (2.18)
=l ,m; - U .
CXhw  XEam Tt X
_ ( li m; Uu; ) (2 19)
W Mimgm Xyl '
2. Derajat kemungkinan M, > M, didefinisikan.
V(M; = M) = sup (min (HM1 (x)'lle ()0)) (2.20)
y=x

Ketika pasangan (x,y) ada, sedemikian sehingga y = x dan uy, (x) =
pm,(y) =1, maka V(M, = M,) = 1. Karena M; dan M, merupakan
bilangan fuzzy konveks, penulis peroleh persamaan tingkat kemungkinan
untuk bilangan fuzzy, sebagai berikut:
V(My = My) = hgt(M; N My) = py,(d);
1, untuk m, > my (2.21)

0, untuk l; = 1
i, (d) = L ) (2.22)

untuk lainnya (2.23)
(my —uy) — (my — 1y) Y

dengan d merupakan koordinat dari titik irisan tertinggi D diantara p,,, dan

I, dapat diilustrasikan pada Gambar 2.3.
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V(M = My) /

b my; L od u my Uy

v

Gambar 2.3 Irisan antara M, dan M,

Untuk membandingkan M, dan M., diperlukan nilai dari V(M; > M,) dan
V(M, = M,).
3. Derajat kemungkinan untuk bilangan fuzzy konveks lebih besar dari k
bilangan fuzzy konveks M;(i = 1,2, ..., k) didefinisikan, sebagai berikut:
V(M =My, M,,..,M,) =V[M=M,)dan(M > M,)dan ...
dan(M = My,)]
=minV(M = M;),i =1,2,..,k (2.24)
Asumsikan bahwa d'(X;) = minV(S; = S)), untuk k = 1,2, ...,n; k # i,
maka vektor bobot yang diberikan:
W' = (d(X,), d(X,), .., d(X,))’, (2.25)
dengan X;(i = 1,2,...,n), n elemen.
4. Defuzzifikasi dengan normalisasi dilakukan pada vektor bobot, sehingga

nilai vektor bobot dianalogikan, sebagai berikut:
T
W = (d(Xy),d(X3), ..., d(Xn)) (2.26)

dengan W merupakan bilangan non-fuzzy.
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Pada metode ini, skala konversi fuzzy dapat ditentukan seperti contoh pada
Tabel 2.3. Skala yang berbeda dapat ditemukan pada studi literatur Abdel-Kaer dan

Dugdale (2001).

Tabel 2.3 Skala Konversi Fuzzy Segitiga

Skala Linguistik Skala TFN | Skala Kebalikan TFN
Sama (1,1,1) (1,1,1)
Sama pentingnya (1/2,1,3/2) (2/3,1,2)
Sangat Penting (1,3/2,2) (1/2,2/3,1)
Sangat Lebih Penting (3/2,2,5/2) (2/5,1/2,2/3)
Sangat Kuat Lebih Penting | (2,5/2,3) (1/3,2/5,1/2)
Mutlak Lebih Penting (5/2,3,7/2) (2/7,1/3,2/5)

2.1.5 Vektor Prioritas

Vektor prioritas pada AHP adalah sebuah peringkat numerik dari alternatif yang
menunjukkan urutan prioritas yang berkaitan dengan prinsip komposisi hirarki
(Saaty, 2003). Vektor prioritas x harus memenuhi hubungan Ax = cx, dimana ¢ >
0. Akibatnya, vektor prioritas bersifat tunggal yang memiliki syarat x haruslah
vektor eigen dari A dan c adalah nilai eigen. Pernyataan tersebut didukung oleh
Teorema berikut.
Teorema 2.1 Misalkan A matriks positif, x vektor positif, dan ¢ konstanta positif
yang memenuhi Ax = cx, dengan vektor x kelipatan positif dari vektor eigen dari
A dan c nilai eigen dari A (Saaty, 2003).

Misalkan n objek dengan notasi A = A4, A,, ..., A, dengan bobot prioritas
W = wy, Wy, ..., Wy. Nilai perbandingan A; terhadap 4; yaitu a;;, dengan alternatif

I atas alternatif j (Hafiyusholeh & Asyhar, 2016).
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1

Misalkan A matriks resiprokal positif n x n, yakni a;; = - dengan i,j =

ji

1,2,..ndan w = (wy,w,,...,w,)". Matriks A konsisten dengan a;; = % Pada
]

konsistensi mengarah pada rumus eigenvalue yakni Aw = nw,dengan w

eigenvector matriks A dengan eigenvalue n. Maka, penulis menyusun matriks

perbandingan dan mendapatkan nw, sebagai berikut (Saaty & Vargas, 2012):

wy Wy Wy
( Wi W an wy nw; wy
W2 W2 aél W nw w>
Aw = W, w, Wy, . = . =n . = nw
W, Wn Wn | \Wn nwy, Wy,
wy ow, 7 Wn

Pada AHP menggunakan persamaan A w = A,,,, W, dengan A adalah matriks
perbandingan berpasangan dan A,,,, dari A.Nilai A,,, digunakan untuk
membangun vektor prioritas dengan kondisi A,,,, = n, yang berdasarkan pada
Teorema 2.2.

Teorema 2.2 Misalkan 4 = (a;;) € M,(R), A > 0. Jika w merupakan vektor tak
nol di R, sehingga Aw = A4, w, maka A,,,, = n (Hafiyusholeh & Asyhar,
2016).
Bukti. Diketahui w vektor eigen yang berkorespondensi dengan 4,,,., sehingga
berlaku
(A = AparDW = 0 (2.27)

Persamaan (2.26) dari sistem persamaan linier dapat dituliskan sebagai berikut,

=1 @ijWj — Apaxw; = 0.

Menambahkan kedua ruas dengan A,,,,w;, diperoleh

n —
j=1aijWj = AmaxWi



Mengalikan kedua ruas dengan Wi diperoleh

n

max ~—
¢ w;
Jj=1

n n
Amax =1+ i
NAmax n al] W
. . ) l
=1 j=1,i#j
n n
e =140 3
= — a
max n . . ' 5] Wl
=1 j=1,i#j
1 .. w; 1
Karena a;; =—,Vi,j=12,..,n dan a;— =—, dengan
aji W] ai'_]
Jwi
1 -1)2 ; .
persamaan x + = = 2 + G 2 0,x = a;j % maka diperoleh
j
n n
=139 (oo
max "y A ij w; i wj
i=1j=i+1

=1 j=i+1 ij w;
2
I O (aUW B 1)
— i
Amax‘”az Z 2+ 0 W
=1 j=i+1 t w;

20

menggunakan
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n n
1 1 a;;wj + w;
Amax = 1+ HZ .Zl (2 + P (aijw; —w;) <T>>

i=1j=i
n n
1 (aijw; — wi) (ayw; + wi)
Amax =1 + a 2 + @W W
i=1 j=i+1 U
n n 2
1 a;iwi —w
s =145 " (24 {020 )
i=1 j=i+1 UL
n n n n 2
1 1 (a;;w; —wy)
Amax =1+ — 24—
nia £ néa L a;;ww;
=1 j=i+1 =1 j=i+1
(a Wi — W 2
max_1+ 2+ ( At B ) (2.28)
na;w;iw;
l 1j=i+1 i=1j=i+1

Berdasarkan persamaan (2.27), diperoleh hasil dari Y-, ¥7-;,, 2, adalah

PRI AIDRIETS R
=2n—-1D)+2n-2)++2(n—(n—-1))

=2(n-D+m—-1+-+1)

=2 ((n ; D (Z(n - D+ (n- 2)(—1)))

(n—1)
=2< > (2n—2+(—n)+2)>

(n—1n
=2 (T)

=(n-1)n

Dengan demikian, berdasarkan persamaan (2.27) akan diperoleh hasil akhir,

Z Z (aiwi —w;)
=1 -1
Amax + = (Tl n+ ( nagww; >

i=1 j=i+1
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(a;w; —w;)”
Ao =1 1 zz ZE: g7t
max = 1+n+(-1) + ( ——

i=1 j=i+1
(auwl W])
)
nauwle
i=1 j=i+1

Pada Teorema 2.2 dapat disimpulkan bahwasannya A,,,, = n dan kesamaan

Amax = nterpenuhi & a;; = %,v i,j=1,23..,n
J

2.1.6 Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Peraturan yang terkait dengan kejahatan narkotika dan psikotropika, termasuk
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dianggap kejahatan dan sanksi
pidana (Sudanto, 2017). Tindak pidana narkotika dan psikotropika diatur dalam
undang-undang tersendiri di luar KUHP, karena tindak pidana tersebut tergolong
dalam tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus memiliki subjek hukum yang
tidak terbatas pada perseorangan saja, melainkan subjek hukum korporasi (Mulkan,
2022).

Pada tindak pidana narkotika, sanksi yang didapat dari delik diatur dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab XV Ketentuan
Pidana, sebagai berikut:

1. Menurut pasal 111, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau
menyediakan. Narkotika golongan | dalam bentuk alami digolongkan
menjadi dua, yaitu pasal 111 ayat (1) bentuk tanaman atau alami dengan
berat < 1 kg dan pasal 111 ayat (2) bentuk alami dengan berat > 1 kg (> 5
batang pohon). Pada tindak pidana dengan berat kurang dari 1 kg memiliki

sanksi pidana penjara 4 — 12 tahun dan pidana denda Rp 800.000.000,00 —
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Rp 8.000.000.000,00. Sedangkan, sanksi untuk tindak pidana dengan berat
> 1 kg (> 5 batang pohon) memiliki sanksi pidana penjara seumur hidup
atau 5 — 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp 800.000.000,00 — Rp
8.000.000.000,00 ditambah 1/3.

. Menurut pasal 112, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan |

yang dibedakan menjadi dua, yaitu pasal 112 ayat (1) bentuk olahan dengan

berat < 1 kg dan pasal 112 ayat (2) bentuk olahan dengan berat > 1 kg (> 5

batang pohon). Pada tindak pidana ini memiliki sanksi yang sama dengan

pasal 111 ayat (1) dan (2).

. Menurut pasal 113 ayat (1) dan (2), setiap orang yang tanpa hak atau

melawan  hukum  memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau

menyalurkan, narkotika golongan | yang dibedakan menjadi dua.

a. Pasal 113 ayat (1), narkotika golongan | dalam bentuk alami
digolongkan menjadi dua, yakni bentuk tanaman dengan berat < 1 kg
dan > 1 kg (> 5 batang pohon). Pada tindak pidana dengan berat kurang
dari 1 kg memiliki sanksi pidana penjara 5 — 15 tahun dan pidana denda
Rp 1.000.000.000,00 — Rp 10.000.000.000,00. Sedangkan, sanksi untuk
tindak pidana dengan berat > 1 kg (> 5 batang pohon) memiliki sanksi
pidana penjara seumur hidup atau 5 — 20 tahun dan pidana denda
maksimum Rp 1.000.000.000,00 — Rp 10.000.000.000,00 ditambah 1/3.

b. Pasal 113 ayat (2), narkotika golongan | dalam bentuk olahan juga
dibedakan menjadi dua golongan. Pada tindak pidana dengan berat > 1

kg memiliki sanksi yang sama dengan narkotika golongan | bentuk
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tamanan atau olahan. Hal tersebut juga berlaku pada narkotika golongan
| dengan berat >1 kg (> 5 batang pohon).

4. Menurut pasal 114 ayat (1) dan (2), setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika
golongan | yang dibedakan menjadi dua.

a. Pasal 114 ayat (1), narkotika golongan | dalam bentuk alami memiliki
sanksi berupa pidana penjara 5 — 20 tahun dan pidana denda Rp
1.000.000.000,00 — Rp 10.000.000.000,00. Sedangkan, pada narkotika
golongan | dalam bentuk alami dengan berat > 1 kg (> 5 batang pohon)
atau dalam bentuk olahan memiliki sanksi pidana penjara seumur hidup
atau 6 — 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp 1.000.000.000,00 —
Rp 10.000.000.000,00 ditambah 1/3.

b. Pasal 114 ayat (2), narkotika golongan | dalam bentuk olahan juga
dibedakan menjadi dua golongan. Pada tindak pidana dengan berat < 1
kg memiliki sanksi yang sama dengan narkotika golongan | bentuk
alami. Hal tersebut juga berlaku pada narkotika golongan | dengan berat
> 1 kg (> 5 batang pohon).

5. Menurut pasal 115 ayat (1) dan (2), setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito,
narkotika golongan | yang dibedakan menjadi dua.

a. Pasal 115 ayat (1), narkotika golongan | dalam bentuk alami memiliki
sanksi berupa pidana penjara 4 — 12 tahun dan pidana denda Rp

800.000.000,00 — Rp 8.000.000.000,00. Sedangkan, pada narkotika



25

golongan I dalam bentuk alami dengan > 1 kg (> 5 batang pohon) atau
dalam bentuk bukan tanaman memiliki sanksi pidana penjara seumur
hidup atau 5 — 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp
800.000.000,00 — Rp 8.000.000.000,00 ditambah 1/3.

b. Pasal 115 ayat (2), narkotika golongan | dalam bentuk bukan alami juga
dibedakan menjadi dua golongan. Pada tindak pidana dengan berat < 1
kg memiliki sanksi yang sama dengan narkotika golongan | bentuk
alami. Hal tersebut juga berlaku pada narkotika golongan | dengan berat
> 1 kg (> 5 batang pohon).

6. Menurut pasal 116 ayat (1) dan (2), setiap orang yang tanpa hak atau
melawan hukum menggunakan atau memberikan untuk digunakan orang
lain narkotika golongan | yang dibedakan menjadi dua.

a. Pasal 116 ayat (1), narkotika golongan | dalam bentuk alami memiliki
sanksi berupa pidana penjara 5 — 15 tahun dan pidana denda Rp
1.000.000.000,00 — Rp 10.000.000.000,00. Sedangkan, pada narkotika
golongan | dalam bentuk alami dengan berat > 1 kg (> 5 batang pohon)
atau dalam bentuk olahan memiliki sanksi pidana penjara seumur hidup
atau 5 — 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp 1.000.000.000,00 —
Rp 10.000.000.000,00 ditambah 1/3.

b. Pasal 116 ayat (2), narkotika golongan | dalam bentuk olahan juga
dibedakan menjadi dua golongan. Pada tindak pidana dengan berat < 1
kg memiliki sanksi yang sama dengan narkotika golongan | bentuk
alami. Hal tersebut juga berlaku pada narkotika golongan | dengan berat

> 1 kg (> 5 batang pohon).
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7. Pasal 117 — pasal 121 untuk narkotika golongan II.

8. Pasal 122 — pasal 126 untuk narkotika golongan II1.

9. Menurut pasal 127 dengan tindak pidana bagi diri sendiri memiliki sanksi,

sebagai berikut:

a. Pada narkotika golongan I dipidana penjara maksimal 4 tahun.
b. Pada narkotika golongan Il dipidana penjara maksimal 2 tahun.
c. Pada narkotika golongan Il dipidana penjara maksimal 1 tahun.

Pada tindak pidana psikotropika, sanksi yang didapat dari delik diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Bab XIV Ketentuan
Pidana. Pada pasal 59 menyatakan bahwa barangsiapa yang tanpa hak atau
melawan hukum, menggunakan psikotropika golongan I di luar tujuan ilmu
pengetahuan, memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi
psikotropika golongan |, mengedarkan psikotropika golongan |, mengimpor
psikotropika golongan I, atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa
psikotropika golongan | (Sasangka, 2003). Maka, akan mendapatkan pidana penjara
paling singkat 4 — 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000,00 — Rp
750.000.000,00. Namun, jika tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi,
maka akan dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup,atau pidana penjara

20 tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00.

2.2 Kajian Integrasi Topik Dengan Al-Qur’an/Hadits

Pada pandangan islam, sistem prioritas terjadi hampir di setiap sisi
keberagaman, seperti ibadah, muamalah, hingga akhlak (Anwar, 2020). Pada
awalnya, Al-Qaradhawi memberikan istilah pemahaman komprehensif dengan

figh maratibu’l a’mal (Al-Qaradhawi, 1990). Akhirnya, Yusuf Al-Qaradhawi
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menemukan istilah Figh Prioritas (figh al-awlawiyyat).

Menurut Mubarrak (2019), kata figh secara bahasa berasal dari fagiha-yafgahu
yang memiliki 4 makna, sebagai berikut:

1. Fahm ghardh al-mutakallim min kalamihi, artinya memahami makna dari

perkataan pembicara.

2. Fahm al-assya’ al-dagigah, artinya memahami segala sesuatu secara teliti

dan detail.

3. Pemahaman, makna bahasa yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an surah An-

Nisa’: 78, Hud: 91, Al-Isra’: 44.

4. Pemahaman dan pengetahuan, terdapat dalam surah Thaha: 27 dan 28.
Berdasarkan keempat pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa figh secara
bahasa bermakna pemahaman. Sedangkan, pengertian prioritas (al-awlawiyyat)
dari kata awla artinya lebih utama (afdhal) dan lebih penting (ahamm). Secara
terminologis, figh prioritas adalah pemahaman komprehensif akan segala hal yang
berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan agama serta menempatkannya dalam
tingkatan yang adil dengan mendahulukan yang lebih penting (ahamm) daripada
yang penting (muhimm); yang lebih utama (afdhal) diatas yang utama (Fadhil);
primer (dharuriyyat) di atas sekunder (hajjiyyat) dan lain sebagainya (Al-
Qaradhawi, 1995).

Menurut Anwar (2020) memprioritaskan sesuatu daripada yang lain artinya
menentukan bobot nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para
ulama figh memformulasi lima hukum taklif sebagai acuan skala prioritas, yaitu
wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sesuai firman Allah SWT. dalam surah

Ar-Rahman 55:7-9, sebagai berikut:
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Artinya:

”Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia di ciptakan keseimbangan. Agar kamu
jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan
adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. “(Ar-Rahman 55:7-9)

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah telah meletakkan neraca keseimbangan yang
dengannya alam raya ini bisa berjalan secara teratur. Sebagaimana Allah
meletakkan neraca keseimbangan demi keteraturan alam raya. Kita harus
meletakkan neraca keseimbangan demi keteraturan kehidupan ini.

Berdasarkan pemaparan mengenai figh prioritas di atas, dapat dilihat bahwa
figh prioritas sangatlah penting dalam kehidupan muslim di masa sekarang dan
masa yang akan datang. Menurut Mubarrak (2019), beberapa contoh hadits Nabi
yang menguatkan pentingnya figh prioritas dalam kehidupan, yaitu:

1. Prioritas kualitas atas kuantitas
Prioritas kualitas atas kuantitas memiliki makna, bahwa kualitas di dalam
bidang Agidah lebih penting daripada kuantitas. Al Imam Muslim (2005)
meriwayatkan, Rasulullah dari Abu Hurairah.
sl 25 0y B V& cdles e a o d (325 06006 G o
Sty Sl ) ki 255

“Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk dan rupamu, tetapi
Dia melihat hati dan perbuatan kalian.” (HR. Muslim No.2194)

2. Prioritas ilmu daripada amalan
Prioritas ilmu daripada amalan memiliki makna, bahwa ilmu merupakan
dasar pengetahuan seorang muslim untuk bisa beramal dan beribadah. Al
Imam Al Bukhari (1991) meriwayatkan Rasulullah menegaskan bahwa

pemahaman agama merupakan suatu anugerah yang diberikan Allah kepada
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hambanya.

EUICES SV RN
“Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan beri
pemahaman yang baik baginya tentang agama. ” (HR. Bukhari No. 72)

Prioritas di bidang fatwa dan dakwah
Figh prioritas di bidang fatwa dan dakwah lebih menekankan pada sisi
menganjurkan kemudahan (al-taysir). Al Albani (2006) meriwayatkan dari

Abu Daud No. 4153, Rasulullah yang menekankan taysir tersebut.

W 0 (o B 52 00 (3 858 2 ol ol 32 ol 2 Rl 5 0 e s
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“Aisyah radliallahu ‘anha berkata: Tidaklah Rasulullah shallallahu’alaihi
wasallam diberi dua pilihan kecuali beliau memilih yang paling mudah dari
keduanya selama tidak termasuk dosa. Jika hal itu bagian dari dosa, maka
beliau adalah orang yang paling menjauhi dosa di antara manusia. Dan
Rasululah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah merasa dendam untuk
dirinya kecuali jika itu berhubungan dengan pelanggaran terhadap
kehormatan Allah, maka beliau dendam karena Allah.” (HR. Abu Daud)

Prioritas di bidang amal ibadah

Pada bidang amal ibadah memiliki makna, bahwa amalan dikerjakan secara
berkesinambungan lebih diutamakan daripada amalan yang dikerjakan
secara terputus. Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim meriwayatkan

Rasulullah menekankan prioritas dalam hal ibadah yang berkesinambungan.

by sl d ) Ju) esf B G alas s e o O 12l 065 1330
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"Tetaplah dalam kebenaran dan bersikaplah yang lurus. Ketahuilah,
bahwasanya amalan seseorang tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.
Dan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang
dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit.” (HR Bukhari No. 6502
dan Muslim No. 2818)
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2.3 Kajian Topik Dengan Teori Pendukung

Penulis melakukan pendekatan topik, terkait tingkat prioritas tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Kota Malang menggunakan metode
AHP-Fuzzy. Penelitian ini menggunakan data putusan Mahkamah Agung. Data
tersebut berisi keterangan dakwaan (sanksi pidana) yang didapatkan setiap
terdakwa. Sehingga, data tersebut memberikan informasi Kkriteria utama.
Berdasarkan pada kriteria utama, akan disusun piramida hirarki. Setiap kriteria
diberikan nilai crisp dan ditentukan nilai rating kecocokan dengan bilangan fuzzy
(skala linguistik) yang dikonversikan ke dalam fuzzy segitiga (Tringular Fuzzy
Number). Representasi dari TFN dapat menyimpulkan nilai Kriteria untuk matriks
perbandingan berpasangan fuzzy. Selanjutnya tahap perhitungan nilai fuzzy
synthetic extent yang akan menghasilkan vektor bobot dalam bentuk bilangan fuzzy.
Sementara itu, pada tahap AHP menyusun matriks perbandingan berpasangan,
menghitung nilai eigen maksimal dan melakukan uji konsistensi. Jika matriks tidak
konsisten atau jika nilai CR > 0,01, maka matriks perbandingan AHP harus
dihitung ulang. Langkah metode AHP dilakukan untuk semua tingkatan hirarki.
Kemudian, pada tahap pembobotan global dengan mengalikan bobot prioritas AHP
dan vektor bobot fuzzy. Hasil perhitungan nilai eigen kriteria-alternatif tersebut
akan dijumlahkan, sebagai dasar pada penentuan perangkingan. Dengan demikian,
diharapkan penelitian ini menghasilkan tingkat prioritas Kriteria utama, yaitu tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menggunakan AHP-Fuzzy.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan rancangan penelitian kuantitatif.
Metode kuantitatif dikenal sebagai penelitian ilmiah yang berurusan dengan data
dalam bentuk numerik atau mengkualifikasi data dan menganalisis data tersebut
dengan statistika. Metode penelitian kuantitatif yaitu pemeriksaan populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen

penelitian, dengan analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

3.2 Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa putusan kasus pidana
khusus narkotika dan psikotropika tahun 2018 dan 2019 di Pengadilan Negeri
Malang. Data tersebut merupakan data putusan pidana khusus Pengadilan Negeri
Malang yang didapatkan melalui website resmi direktori putusan Mahkamah

Agung Indonesia.

3.3 Tahap Analisis Data
Metode AHP-Fuzzy yang dikembangkan memiliki tahapan analisis atau
perhitungan, sebagai berikut:
1. Penulis menentukan dan menyusun piramida hirarki Kkriteria utama dan sub-
kriteria utama tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
2. Penulis memberikan nilai crisp pada setiap kriteria utama dan sub-kriteria

utama tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
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Penulis menentukan derajat keanggotaan TFN dan entri matriks perbandingan
berpasangan fuzzy pada setiap kriteria utama dan sub-kriteria utama.

Penulis melakukan proses fuzzifikasi.

Penulis menentukan matriks perbandingan berpasangan AHP.

Penulis mencari nilai eigen maksimal dan melakukan uji konsistensi matriks.

Penulis melakukan pembobotan dan perangkingan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan dan Penyusunan Piramida Hirarki Kriteria Utama dan Sub-
kriteria Utama Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika
Berdasarkan data putusan Mahkamah Agung tahun 2018 dan 2019 diperoleh

kriteria utama dan sub-kriteria utama tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika, seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kriteria Utama dan Sub-kriteria Utama
Pasal Tindak Pidana Jenis Narkotika

Tanaman >5gr

Menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli,

Pasal 114 menerima, menjadi perantara | g kan tanaman < 5 or
dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan narkotika

Bukan tanaman > 5 gr

Tanaman < 5 gr

Memiliki, menyimpan, Bukan tanaman > 5 gr
Pasal 112 menguasai, atau
menyediakan narkotika Bukan tanaman <5 gr

Menanam, memelihara, Tanaman <5 gr

memiliki, menyimpan,

menguasai, atau Tanaman > 5 aor
menyediakan narkotika J

Pasal 111

Pasal 127 Bagi diri sendiri -

Pada penyusunan hirarki berlandaskan vonis pidana penjara dan denda setiap
terdakwa. Sehingga, diperoleh hirarki kriteria utama dan sub-kriteria utama tindak

pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, seperti Gambar 4.1.
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Tanaman > 5 gr

— Bukan Tanaman > 5 gr
— Pasal 114 -
— Bukan Tanaman < 5 gr
| Tanaman < 5 gr
— Bukan Tanaman > 5 gr
Tindak Pidana |4 Pasal 112 =

Bukan Tanaman < 5 gr

Tanaman < 5 gr
— Pasal 111 ~|:
Tanaman < 5 gr

- Pasal 127

Gambar 4.1 Hirarki Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

4.2 Penilaian Crisp Pada Setiap Kriteria Utama dan Sub-kriteria Utama

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika

Pada tahapan ini terlebih dahulu ditentukan variabel dan kisaran nilai. Sesuai
dengan data yang dimiliki, yaitu berupa kasus tindak pidana, maka penulis
menetapkan tiga variabel yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian, untuk kisaran
nilai yang dimiliki setiap variabel, penulis mengambil selang nilai dari O hingga
100. Karena terdapat tiga variabel, maka penulis membagi menjadi tiga kisaran
nilai. Untuk variabel rendah [0 — 33], variabel sedang [34 — 67], dan variabel
rendah [68 — 100].

Penetapan variabel untuk setiap kasus pidana dipengaruhi oleh dua kondisi,
yaitu tingkatan hirarki dan jumlah kasus yang dimiliki. Sehingga, memungkinkan
terjadinya irisan antar kedua kondisi tersebut. Dalam mengatasi persoalan ini,

penentuan variabel setiap kriteria utama dan sub-kriteria utama dengan batas atas
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ditambah dua dan batas bawah dikurang dua, yang bertujuan untuk daerah irisan

antar variabel. Maka, diperoleh kisaran nilai seperti Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Variabel dan Kisaran Nilai

Variabel | Simbol | Kisaran Nilai Kondisi

Tingkatan hirarki rendah dan

Rendah R [0-35] jumlah kasus sedikit

Tingkatan hirarki sedang dan

Sedang S [32-69] jumlah kasus sedang

Tingkatan hirarki tinggi dan

Tinggi T [66-100] jumlah kasus banyak

Irisan kedua daerah tersebut sama halnya dengan irisan kedua buah himpunan,
sehingga memiliki definisi yaitu AN B :={x|x € AAx € B,x € R}, dengan x
bilangan crisp; A dan B daerah variabel (Susilo, 2006). Definisi tersebut diterapkan
dalam menentukan nilai x dalam kategori variabel yang saling beririsan. llustrasi

irisan grafik fungsi keanggotaan TFN antar variabel, seperti pada Gambar 4.2.

— Rendah
— sedang
— Tinggi

0 20 40 60 80 100

Gambar 4.2 Irisan Grafik Fungsi Keanggotaan TFN Antar Variabel
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Setelah menentukan variabel dan kisaran nilai, tahap selanjutnya
mengkategorikan variabel pada setiap kriteria utama dan sub-kriteria utama.
Misalkan, kriteria utama disimbolkan dengan C; dan sub-kriteria utama

disimbolkan dengan C;;, Vi,j = 1,2,...,n.

ijs

Pada Lampiran 1, akan dihitung persentase setiap kriteria utama dan sub-Kkriteria
utama. Penulis menentukan jika C;, C;; < 33%, maka tergolong rendah; jika
34% < C;, C;j < 67%, maka tergolong sedang; dan jika C;, C;; = 68%, maka

tergolong tinggi. Pada kriteria utama diperoleh hasil persentase dan penentuan

kategori dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Hasil Persentase Kriteria Utama C;

Kriteria Jumlah Kasus Total
Utama Jenis Narkotika Persentase
2018 | 2019 | Gabungan
(D)
Tanaman > 5 gr 0 1
Bukan tanaman > 5 gr 1 7
C; 125 35,8%
Bukan tanaman <5 gr 29 57
Tanaman <5 gr 7 23
Bukan tanaman > 5 gr 3 8
C, 145 41,5%
Bukan tanaman <5 gr 39 95
Tanaman <5 gr 13 41
Cs 55 15,8%
Tanaman > 5 gr 1 0
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Kriteria Jumlah Kasus Total
Utama Jenis Narkotika Gab Persentase
() 2018 | 2019 | =abungan
l
Cy - 9 15 24 6,9%
TOTAL 349

Tabel 4.4 Kategori Variabel Kriteria Utama C;

Kriteria
Utama Persentase Kondisi Kategori Variabel
()
C 35.8% Tingkat hirarki tertinggi dan Tns
persentase tergolong sedang
Tingkat hirarki urutan kedua
C, 41,5% dan persentase tergolong S

sedang

Tingkat hirarki urutan
Cs 15,8% ketiga dan persentase SNR
tergolong rendah

Tingkat hirarki urutan
Cy 6,9% terakhir dan persentase R
tergolong sangat rendah

Pada sub-kriteria utama diperoleh hasil persentase dan penentuan kategori dapat

dilihat pada Tabel 4.5 sampai Tabel 4.7.
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Tabel 4.5 Hasil Persentase dan Kategori Variabel Pada Sub-kriteria Utama C;

Sub-
Kriteria
Utama

Jumlah Kasus

2018 | 2019

Total
Gabungan

Persentase

Kondisi

Kategori
Variabel

C11

0,8%

Tingkat hirarki
tertinggi dan
presentase
tergolong
sangat rendah

TNR

6,4%

Tingkat hirarki
urutan kedua
dan persentase
tergolong
rendah

SNR

29 57

86

68,8%

Tingkat hirarki
urutan ketiga
dan persentase
tergolong
sedang

SNT

30

24%

Tingkat hirarki
urutan keempat
dan persentase
tergolong
rendah

TOTAL

125

Tabel 4.6 Hasil Persentase dan Kategori Variabel Pada Sub-kriteria Utama C,;

Sub- | Jumlah Kasus _
Kriteria Ga-tl;zflan Persentase Kondisi 5::?283
Utama | 2018 | 2019 g

Tingkat hirarki
tertinggi dan

Ca1 3 8 11 7,59% | presentase TAR

tergolong
sangat rendah
Tingkat hirarki
Caz 39 95 134 92,41% grutan kedua e AT
an persentase
tergolong tinggi
TOTAL 145
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Tabel 4.7 Hasil Persentase dan Kategori Variabel Pada Sub-kriteria Utama Cj;

Sub- | Jumlah Kasus -
o Total L Kategori
Kriteria Persentase Kondisi :
Utama | 2018 | 2019 Gabungan Variabel
Tingkat hirarki
tertinggi dan
C31 13 41 54 98,18% | presentase T
tergolong
sangat tinggi
Tingkat hirarki
0 urutan kedua
Ca2 1 0 1 1.82% dan persentase R
tergolong tinggi
TOTAL 55

Kategori variabel yang telah ditentukan akan menjadi acuan dalam pemberian
nilai crisp. Misalkan, nilai crisp untuk kriteria utama C;, dengan kategori variabel
T n S, maknanya grafik fungsi keanggotaan tinggi beririsan dengan grafik fungsi
keanggotaan sedang. Irisan kedua variabel tersebut, TN S ={x|x €T A x € S},

dapat diilustrasikan dengan arsiran berwarna hitam pada Gambar 4.3.

10 { = sedang
—— Tinggi

54

TnS={x|xeTAxeS}

30 40 50 60 70 80 90 100
X

Gambar 4.3 Irisan Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tinggi dan Variabel Sedang

Sehingga, nilai crisp (x) yang memenuhi berada di daerah 66 < x < 67,5,
sehingga penulis mengambil nilai crisp untuk C; sebesar 66,75. Nilai crisp untuk

setiap kriteria utama, dapat dilihat pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Nilai Crisp Kriteria Utama

Kriteria Utama
e Nilai Crisp
(€y)
C, 66,75
C, 38,05
Cs 33,05
C, 7

Sama halnya dengan kriteria utama, dalam pemberian nilai crisp untuk sub-
kriteria utama mempertimbangkan kategori variabel yang telah ditetapkan.
Misalkan, nilai crisp untuk sub-kriteria utama C,;, dengan kategori variabel
Tinggi N Rendah, maknanya nilai x berada di daerah grafik fungsi keanggotaan
tinggi beririsan dengan grafik fungsi keanggotaan rendah. Kondisi ini dapat

diilustrasikan pada Gambar 4.4.

Uz —— Rendah
X — Tinggi

40

Gambar 4.4 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Tinggi dan Variabel Rendah

Akan tetapi, pada Gambar 4.4 terlihat bahwa Tinggi N Rendah = @. Maka,

pada kondisi ini penulis mengambil nilai crisp sebesar 66, dengan alasan nilai x =
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66, memiliki hasil derajat keanggotaan sama dengan nol. Nilai crisp untuk setiap

sub-kriteria utama dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Nilai Crisp Sub-Kriteria Utama

Sub-kriteria Utama Nilai Cri
ilai Cris
(Cy) P
66
32,5
Cyj
64,38
29,75
66
Cyj
35
98
63]-
35

4.3 Penentuan Derajat Keanggotaan TFN dan Entri Matriks Perbandingan
Berpasangan Fuzzy
Nilai crisp yang telah diperoleh dikonversikan ke dalam TFN. Misalkan, Pada
Tabel 4.8 kriteria C; memiliki nilai crisp sebesar 66,75, sehingga fungsi

keanggotaan yang sesuai yaitu TFN [x; 66,69, 100] dan dinyatakan dengan aturan:

x — 66
3 untuk66<x<69 (41)

TFEN [x;66,69,100] = { 100 — x
- ! 37 wnuk 69 <x <100 (42)
0, lainnya (4.3)

Berdasarkan aturan fungsi keanggotaan dengan x = 66,75, maka digunakan
persamaan (4.1) untuk menentukan derajat keanggotaan C; yang disimbolkan

ug; (x). Perhitungan derajat keanggotaan tersebut, sebagai berikut:
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66,75 — 66 0,75
uz (66,75) = 5 =—3-=025

Dengan demikian, diperoleh uz (66,75) = 0,25. Maka grafik fungsi keanggotaan

kriteria C; seperti Gambar 4.5.

Lo TFN [x; 66, 69, 100] = (66.00, 69.00, 100.00)

0.8

0.6
R
=
0.4 1
1z (66.75) = 0.25
0.2 1
0-0 T T T T T
65 70 75

80 85 90 9I5 160
Gambar 4.5 Grafik Fungsi Keanggotaan TEN [66.75; 66,69, 100]

Pada kriteria C,, C5, dan C, dalam menentukan derajat keanggotaan memiliki
proses yang sama dengan kriteria C;. Sehingga, didapatkan ug;(38,05) = 0,3;

t¢; (33,05) = 0,35; dan ug, (7) = 0,4. Hal ini dirangkum dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Derajat Keanggotaan Kriteria Utama C;
Kriteria Utama TFN [x:a,b, ] pe(0;ix=1,2,..,n
(Cy) '
C, TFN [66,75;66,69,100] 0,25
C, TFN [38,05; 32,50,5, 69] 0,3
Cs TFN [33,05; 32,35, 69] 0,35
C, TFN [7;0,17,5,35] 0,4
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Sementara itu, penentuan derajat keanggotaan untuk setiap sub-kriteria utama
memiliki tahapan sama seperti kriteria utama. Berdasarkan Tabel 4.9 nilai crisp
sub-kriteria utama C;, sebesar 66. sehingga fungsi keanggotaan yang sesuai yaitu

TFN [x; 66,83,100] dan dinyatakan dengan aturan:

X — 66
( 7 untuk 66 < x <83 (4.4)

TFN [x;66,83,100] = {100 —x
lx : 7 untuk 83 < x <100 (4.5)
0, lainnya (4.6)

Berdasarkan aturan fungsi keanggotaan dengan x = 66, maka derajat keanggotaan
C11 yang disimbolkan pe— (x) bernilai 0 atau us— (66) = 0, dengan grafik fungsi

keanggotaan kriteria C;; seperti Gambar 4.6.

TFN [x; 66, 83, 100] = (66.00, 83.00, 100.00)

1.0

0.8 4

0.6 1

pix)

0.4 1

0.2 1

0.0 1 #C‘:l(‘l (66I) — 0 T T T T T T
65 70 75 80 85 90 95 100
Gambar 4.6 Grafik Fungsi Keanggotaan TFN [66; 66,83,100]

Pada sub-kriteria Cy;, Cyj, dan Cs; dalam menentukan derajat keanggotaan
memiliki proses yang sama dengan kriteria Cy ;. Nilai crisp untuk sub-kriteria utama

dirangkum dalam Tabel 4.11 sampai Tabel 4.13.
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Tabel 4.11 Derajat Keanggotaan Sub-kriteria Utama C; ;

Sub-kriteria Utama TFN [x: a,b, c] ue (XX ERj=1,2,..,n
(Cyj) Y
Ci1 TFN [66;66,83,100] 0
Cis TFN [32,5; 32,35, 69] 0,2
Ci3 TFN [64,38;32,50,5,69] 0,25
Cia TFN [29,75;0,17,5,35] 0,3

Tabel 4.12 Derajat Keanggotaan Sub-kriteria Utama C,;

Sub-kriteria Utama ,
TFN [x;a,b,c] te, (X x€Rj=12,..,n
(€25)
Cyq TFN [66; 66,83,100] 0
Cyy TFN [35;0,17,5,35] 0

Tabel 4.13 Derajat Keanggotaan Sub-kriteria Utama C5;

Sub-kriteria Utama ,
TFN [x;a,b,c] He, (X xERj=1,2,..,n
(€s5)
C31 TFN [98;66,83,100] 0,1
C32 TFN [3,5, 0,175,35] 0,2

Berdasarkan representasi TFN masing-masing kriteria di tahapan sebelumnya,
yang akan digunakan sebagai batas bawah entri matriks berpandingan fuzzy dengan
acuan penentuan nilai tiap entri pada Tabel 2.3. Maka, diperolen matriks

perbandingan berpasangan fuzzy untuk kriteria utama C; dapat dilihat pada Tabel

4.14.

Tabel 4.14 Matriks Perbandingan Berpasangan Fuzzy Pada C;

Kriteria Cy C, Cs C,
Utama
) l 1 m|u l 1 m|u l |{m|u Il | m|u

Cy 111(1)]04/05(/06]04(05|06]05(06]1

C, 15| 2 (2511 |1 |1]06f1]|2]|05(06]|1




Kriteria C, C, Cs C,
Utama
(cy) Il I mjull m|u|l m|ul|l | m
Cs 15 25105 1 |15(1 | 1] 1|05(06
Cy 111521 |15 2|1 |15 2|11

Selanjutnya, setelah matriks perbandingan diperoleh, maka dilakukan perhitungan

dengan menjumlahkan baris setiap kolom |, m, u, yang dapat dilihat pada Tabel

4.15.

Tabel 4.15 Perhitungan Jumlah Baris Setiap Kolom |, m, u Pada C;

Sama halnya dengan matriks perbandingan berpasangan fuzzy kriteria utama,
yaitu dengan acuan penentuan nilai tiap entri menggunakan Tabel 2.3. Pada matriks

perbandingan berpasangan fuzzy untuk sub-kriteria utama C;; dapat dilihat pada

Kriteria Utama I lm | w
(M)
C 23(26 |32
C, 36|46|65
Cs 35|46| 6
C, 4 |55]| 7

Tabel 4.16 sampai Tabel 4.18.

Tabel 4.16 Matriks Perbandingan Berpasangan Fuzzy Cy;

Sub-kriteri

ub-kriteria C11 Ci2 Ci3 Cia
Utama
(€q)) Illm|ul|l | m|lul|ll | m|ul|l|m
Ciy 111]1]o6|1]|2]04al05|06|05]06
Cyy 05| 1 (15| 1| 1]1]04l05|06]|05]06




Sub-kriteria C11 C1z Ci3 Cis
Utama
(Clj) Il m|ul|l m|u|l m|lul]l | m|u
Ci3 151 2 |25|15( 2 |25 1|1 |11]04|05|06
Ci4 1 (15| 2|1 (15| 2 15| 2 (251 | 1|1

Tabel 4.17 Matriks Perbandingan Berpasangan Fuzzy C;;

Sub-Kkriteria

C C
Utama 1 22
(CZI) Il  m|u Il 1m|lu
Cya 1(1]1]o6|1]2
Cyy 051151 |11

Tabel 4.18 Matriks Perbandingan Berpasangan Fuzzy Cs;

Sama halnya dengan kriteria utama, setelah matriks perbandingan berpasangan
masing-masing sub-kriteria diperoleh, maka dilakukan perhitungan dengan

menjumlahkan baris setiap kolom |, m, u, yang dapat dilihat pada Tabel 4.19 sampai

Tabel 4.21.

Sub-kriteria Cs1 Cs»
Utama
(€3)) Illm|u|l |m|u
Csq 11 |1]05[1]15
Csp 20253111

Tabel 4.19 Hasil Jumlah Baris Setiap Kolom I, m, u Pada C; ;

Sub-Kriteria
Utama l m| u
(€y))
Ci1 2513146
Cis 24131141
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Sub-kriteria
Utama l m| u
(€y))
Ci3 44155|6,6
Cia 45| 6 |75

Tabel 4.20 Hasil Jumlah Baris Setiap Kolom I, m, u Pada Cy;

Sub-Kkriteria
Utama Il  m| u
(€25)
Cyq 16| 2| 3
Cyy 1512125

Tabel 4.21 Hasil Jumlah Baris Setiap Kolom I, m, u Pada Cs;

Sub-kriteria
Utama l m| u
(€35)
Csq 15| 2 |25
Cs, 3 |35]| 4

4.4 Proses Fuzzifikasi
Proses fuzzifikasi menggunakan konsep fuzzy synthetic extent pada persamaan

2.3. Akan tetapi, terlebih dahulu menghitung nilai j-"leéi dan

;-1
[ =12 7e1 Méi] di masing kriteria utama dan sub-kriteria utama, yang dirangkum

pada Tabel 4.22 sampai Tabel 4.25.



Tabel 4.22 Perhitungan Nilai M/, pada Kriteria Utama C;

Kriteria Utama

l. ) :
(Cl) L ml u'l
C1 2,3 2,6 3,2
¢, 3,6 4,6 6,5
Cs 3,5 4,6 6
C, 4 55 7
4
Z M) 134 | 173 | 22,7
j=1
4 -1
22 " 0,0746 | 0,0578 | 0,0441
i=1j=1

Tabel 4.23 Perhitungan Nilai Méi Pada Sub-kriteria Utama Cy

Sub-kriteria
Utama l; m; u;
(€y)
Ci1 2,5 3,1 4,6
Cia 24 | 31 | 41
Cia 44 | 55 6.6
Ca 45 6 75
4

> 138 | 177 | 228
=1

3 -1

ZZ M) | | 0072500565 | 0,0439
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Tabel 4.24 Perhitungan Nilai M] Pada Sub-kriteria Utama C;

Sub-kriteria
Utama l; m; u;
(C2)
Co1 1,6 2 3
C22 15 2 2,5
2
z M, 3,1 4 55
j=1
3 -1
ZZ Mél 0,3226 | 0,25 | 0,1818
i=1j=1
Tabel 4.25 Perhitungan Nilai Méi Pada Sub-kriteria Utama Cs;
Sub-kriteria
Utama l; m; u;
(C3)
C31 15 2 2,5
C3z 3 3,5 4
2
Z M, 4,5 5,5 6,5
j=1
3 -1
ZZ Mél 0,2222 | 0,1818 | 0,1538
i=1j=1
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Perhitungan nilai fuzzy synthetic extent menggunakan persamaan (2.3) dan

tahap sebelumnya telah diperoleh nilai Méi dan [ =1 Xe1 Méi]_1 yaitu Tabel 4.22

sampai Tabel 4.25.

Pada kriteria utama C; diperoleh nilai fuzzy synthetic extent dengan perhitungan

operasi perkalian dua TFN, sebagai berikut:
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S, = (2,3;2,6;3,2) @ (0,0441; 0,0578; 0,0746)
= (0,1013;0,1503; 0,2388)

S, = (3,6;4,6; 6,5) ® (0,0441; 0,0578; 0,0746)
= (0,1586; 0,2659; 0,1586)

S = (3,5;4,6; 6) ® (0,0441; 0,0578; 0,0746)
= (0,1542; 0,2659; 0,4478)

S, = (4;5,5;7) ® (0,0441; 0,0578; 0,0746)

= (0,1762;0,3179; 0,5224)

Pada sub-kriteria utama C;; diperoleh nilai fuzzy synthetic extent dengan
perhitungan, sebagai berikut:
S;1 =1(2,5;3,1;4,6) ® (0,0439;0,0565; 0,0746)
= (0,1096;0,1751;0,3333)
S =1(24;3,1;4,1) ® (0,0439;0,0565; 0,0746)
= (0,1053;0,1751;0,2971)
Si3 = (4,4;5,5;6,6) ® (0,0439;0,0565; 0,0746)
= (0,1930;0,3107;0,4783)
Sia = (4,5;6;7,5) ® (0,0439;0,0565;0,0746)

= (0,1974; 0,3390; 0,5435)

Pada sub-kriteria utama C,; diperoleh nilai fuzzy synthetic extent dengan
perhitungan, sebagai berikut:
S,y =1(1,6;2;3) ® (0,1818;0,25;,3226)
= (0,2909;0,5;0,9677)

S,, =(1,5;2;2,5) ® (0,1818;0,25;,3226)
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= (0,2727;0,5; 0,8065)

Pada sub-kriteria utama Cs; diperoleh nilai fuzzy synthetic extent dengan
perhitungan, sebagai berikut:
S;1 =(1,5;2;2,5) ® (0,1539;0,1818;,2)
= (0,2308; 0,3636; 0,5556)
S, =1(3;3,54) ® (0,1539;0,1818;,2)

= (0,4615; 0,6364; 0,8889)

Selanjutnya, pada tahap penentuan nilai perbandingan bilangan fuzzy konveks
yaitu membandingkan M;dan M, dengan menerapkan persamaan (2.5), (2.6), dan
(2.7), sesuai kondisi masing-masing nilai fuzzy synthetic extent.

Misalkan, nilai fuzzy synthetic extent kriteria utama C, yaitu S, dengan derajat
kemungkinan S, >S;, S, =>S;, dan S, >S; . Perhatikan bahwa, S, =
(0,1586; 0,2659; 0,1586), dengan I, = 0,1586; m, = 0,2659; u, = 0,1586.
Sehingga, penentuan derajat kemungkinan S,, yaitu:

Untuk S, >S,;, dengan S; = (0,1013;0,1503;0,2388); [, = 0,1013; m, =
0,1503; u; = 0,2388. Memenuhi kondisi persamaan (2.5) yakni py, (S, = S1) =
1, jikam, = m,. Jadi, diperoleh p,, (S, = S5;) = 1.

Untuk S, >S5, dengan S; = (0,1542;0,2659;0,4478); l; =0,1542; m; =
0,2659; uz = 0,4478. Memenuhi kondisi persamaan (2.5) yakni gy, (S, = S3) =
1, jikam, = m3. Jadi, diperoleh uy, (S, = S3) = 1.

Untuk S, >S,, dengan S, = (0,1762;0,3179;0,5224); [, =0,1762; m, =
0,3179; u, = 0,5224. Memenuhi kondisi persamaan (2.6) yakni py, (S, = S,) =

0, jika Iy = u,. Jadi, diperoleh u, (S, = S,) = 0.
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Dengan demikian, diperoleh derajat kemungkinan pada S, yaitu 1, 1, 0.
Proses menentukan nilai perbandingan setiap kriteria utama dan sub-kriteria
utama juga dilakukan hal yang sama. Maka, nilai perbandingan kedua hal tersebut

dirangkum dalam Tabel 4.26 sampai Tabel 4.29.

Tabel 4.26 Nilai Perbandingan Bilangan Fuzzy Pada S;
Si S2 S3 Sa
0,2719
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Setelah membandingkan bilangan fuzzy, tahap berikutnya menentukan vektor
bobot. Berdasarkan hasil nilai perbandingan bilangan fuzzy pada Tabel 4.26 sampai
Tabel 4.29, akan ditentukan nilai minimum dari masing-masing kolom dengan
menggunakan persamaan (2.8). Hasil nilai minimum tersebut akan menjadi vektor
bobot dengan bentuk seperti persamaan (2.9). Pada S; diperoleh nilai minimum

yang dapat dilihat pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30 Nilai Minimum Bilangan Fuzzy Pada S;

S; s, | S, S, S,
s, > | 10,4006 ]0,4226 | 0,2719
s,> 1] 1 1 0
S;> |[1] 1 1 |0,8392
S,> |1] 1 1 1
Minimum | 1 |0,4096 | 0,4226 | 0

Dengan demikian, diperoleh vektor bobot pada kriteria utama C; adalah W' =
(1; 0,4096; 0,4226; 0).
Pada S;;;i,j = 1,2, ...,n diperoleh masing-masing nilai minimum yang dapat

dilihat pada Tabel 4.31 sampai Tabel 4.33.

Tabel 4.31 Nilai Minimum Bilangan Fuzzy Pada S, ;
Slj 511 512 513 514-

Sy> | 1] 1 05086 04535
S,> | 1| 1 0434303784
Ss> | 1] 1 1 |0,9086
S>> | 1] 1 1 1
Minimum | 1 | 1 |0,4343|0,3784
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Tabel 4.32 Nilai Minimum Bilangan Fuzzy Pada S,

SZj 521 522
Sp1 = 1|1
Syp = 111

Minimum | 1 1

Tabel 4.33 Nilai Minimum Bilangan Fuzzy Pada Ss;
531' S31 S32

Sz = 1 |0,4781
S3p > 1 1

Minimum | 1 | 0,4781

Dengan demikian, diperoleh vektor bobot pada masing-masing sub-kriteria utama
C;; adalah:

Untuk sub-kriteria C, ; diperoleh W;" = (1; 0,4096; 0,4226; 0);

Untuk sub-kriteria C,; diperoleh W," = (1; 1); dan

Untuk sub-kriteria Cs; diperoleh W' = (1; 0,4781).

Tahap terakhir fuzzy synhetic extent yaitu proses defuzzifikasi dengan
normalisasi. Hasil dari setiap vektor bobot akan defuzzifikasi dengan normalisasi,
yaitu membagi setiap vektor bobot dengan jumlah vektor bobot di masing-masing
kriteria utama dan sub-kriteria utama. Tahap ini bertujuan mengubah W’ menjadi
bilangan non-fuzzy. Hasil defuzzifikasi untuk kriteria utama (I#”) dirangkum dalam

Tabel 4.34.

Tabel 4.34 Normalisasi VVektor Bobot W'
Kriteria Utama

()
C, 1 0,5458

Minimum W
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Kriter(igi;Jtama Minimum W
C, 0,4096 | 0,2236
Cs 0,4226 | 0,2307
Cy 0 0
Total 1,8323

Dengan demikian, diperoleh vektor bobot pada kriteria utama yaitu W =
(0,5458;0,2236;0,2307; 0).
Inl

Sementara itu, hasil defuzzifikasi untuk sub-kriteria utama (W;");i = 1,2, ...

dirangkum pada Tabel 4.35 sampai Tabel 4.37.

Tabel 4.35 Normalisasi Vektor Bobot ;'

Sub-kriteria Utama o
Minimum | W,
(€4))
Ci1 1 0,3555
Cis 1 0,3555
Ci3 0,4343 0,1544
Cia 0,3784 0,1345
Total 2,8127

Tabel 4.36 Normalisasi VVektor Bobot W.,’

Sub-kriteria Utama o
Minimum | W,
(€25)
Cyq 1 0,5
Cyy 1 0,5
Total 2
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Tabel 4.37 Normalisasi Vektor Bobot W'

Sub-kriteria Utama o
Minimum | W3
(€3))
Csy 1 0,7960
C3, 0,2564 | 0,2040
Total 1,2564

4.5 Penentuan Matriks Perbandingan Berpasangan AHP
Penyusunan setiap entri matriks perbandingan berpasangan berdasarkan skala
perbandingan tingkat kepentingan pada Tabel 2.1. Sehingga, diperoleh matriks

perbadingan setiap kriteria utama C; dan sub-Kkriteria C;;, seperti Tabel 4.38 sampai

jo

Tabel 4.1.

Tabel 4.38 Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Kriteria Utama C;

Krlter(lgi;Jtama ol ¢ e,
C1 1103310331
C, 3 05 |1
Cs 3 1 1
(A 1 1 1 1

Tabel 4.39 Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Kiriteria Utama C ;

Kriteria Utama
(CI]) Cll C12 C13 C14
Ci1 1 1 05| 05
Cyy 1111
Cis 2 | 1] 11033
Cia 2 |13 ] 1




57

Tabel 4.40 Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Kriteria Utama C;;

Kriteria Utama c c
(CZj) 21 22
Cyy 1 1
Cyy 1 1

Tabel 4.41 Matriks Perbandingan Berpasangan AHP Kriteria Utama Cj;

Kriteria Utama
(Cs') C31 | C32
j
Csy 1 1
Cs, 1 1

4.6 Proses Nilai Eigen Maksimal dan Uji Konsistensi Matriks

Berdasarkan matriks perbandingan yang telah diperoleh pada Tabel 4.38 sampai
Tabel 4.41, akan dihitung vektor eigen atau vektor prioritas dan nilai eigen
maksimal A,qxs pada kriteria utama C; dan sub-kriteria utama C;;. Pada kriteria
utama C;, proses perhitungan untuk memperoleh vektor eigen dan eigen maksimal,
sebagai berikut:

a. Menjumlahkan nilai dalam satu kolom.

Krltel'(lgi;Jtama ol ¢ le
Cy 11033(033]| 1

C, 3 050 1

Cs 3 1 1

C, 1 1 |1

Total 8 1433(283]| 4

b. Membagi setiap entri kolom dengan masing-masing total kolom.
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Kriteria Utama
) C; C, Cs Cy
l
C; 0,125 | 0,0769 | 0,1176 | 0,25
C, 0,375 | 0,2308 | 0,1765 | 0,25
Cs 0,375 | 0,4615 | 0,3529 | 0,25
Cy 0,125 | 0,2308 | 0,3529 | 0,25

c. Kemudian, menjumlahkan nilai dalam satu baris dan menghitung rata-rata
setiap entri matriks dalam satu baris. Hasil perhitungan ini dinyatakan sebagai

vektor prioritas (Eigenvector).

Tabel 4.42 Vektor Prioritas Kriteria Utama C;

Kriteria
Total
Utama C, C, C; Cy Ot? V_ekt_or
Baris Prioritas
(C)
Cy 0,125 | 0,0769 | 0,1176 | 0,25 | 0,5696 0,1424
C, 0,375 0,2308 | 0,1765 | 0,25 | 1,0322 0,2581
Cs 0,375 | 0,4615 | 0,3529 | 0,25 | 1,4395 0,3599
Cy 0,125 | 0,2308 | 0,3529 | 0,25 | 0,9587 0,2397
Total Kolom 4

d. Mengalikan matriks perbandingan berpasangan dengan vektor prioritas untuk
memperoleh vektor jumlah bobot.
0,33 0,33 1 0,1424 0,5860
1 0, 50 1 0,2581 1,1049
0,3599 1, 5428
0,2397

_ W W

e. Membagi setiap elemen pada vektor jumlah bobot dengan elemen
berpasangan dari vektor prioritas untuk memperoleh bobot prioritas atau nilai
eigen (4).

_ 10,5860 1,1049 1,5428 1
~ 10,1424 0,2581 0,3599 0,2397

Ci
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=[4,1153 4,2814 472872 4,1723]

f.  Menghitung rata-rata pada nilai bobot prioritas untuk menghasilkan A,,,,s-

4,1153+4,2814+4,2872+4,1723

Amaks = - = 4,2140.

Dengan  demikian, pada  kriteria  utama  C; diperolen A, =
[4,1153 4,2814 4,2872 4,1723] dan A,,qxs = 4,2140.
Sub-kriteria utama C;; memiliki proses perhitungan nilai vektor eigen dan eigen

maksimal yang sama dengan kriteria utama. Sehingga, vektor prioritas
(Eigenvector) yang diperoleh masing-masing sub-kriteria dapat dilihat pada Tabel

4.43 sampai Tabel 4.45.

Tabel 4.43 Vektor Prioritas Sub-kriteria Utama C;

Sub-kriteria Utama Total Vektor
(Cli) Cu C1z C13 Cis Baris | Prioritas
Ci1 0,1667 | 0,2500 | 0,0909 | 0,1765 | 0,6840 0,1710
Ciz 0,1667 | 0,2500 | 0,1818 | 0,3529 | 0,9514 0,2379
Ci3 0,3333 | 0,2500 | 0,1818 | 0,1176 | 0,8828 0,2207
Cia 0,3333 | 0,2500 | 0,5455 | 0,3529 | 1,4817 0,3704
Total Kolom 4

Tabel 4.44 Vektor Prioritas Sub-kriteria Utama C,

Sub-kriteria Utama Total Vektor
621 CZZ H inri
(Cz,-) Baris | Prioritas
Cyy 05|05 1 0,5
Cyo 05|05 1 0,5

Total 2
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Tabel 4.45 Vektor Prioritas Sub-kriteria Utama Cs;

Sub-kriteria Utama Total Vektor
C31 | C3; : O
(C3j) Baris Prioritas
Cs1 05|05 1 0,5
Cs, 05|05 1 0,5
Total 2

Selanjutnya, proses perhitungan untuk mendapatkan nilai eigen maksimal pada
masing-masing sub-kriteria, sebagai berikut:
a. Mengalikan matriks perbandingan berpasangan dengan vektor prioritas untuk
memperoleh vektor jumlah bobot.

Untuk sub-kriteria utama C; ; diperoleh vektor jumlah bobot,

1 1 050 0 50 0,1710 0, 7044

1 1 1 l IO 2379‘ I (4.7)
2 1 1 033 0,2207 0,9228 '

2 1 3 0,3704 1,6124

Untuk sub-kriteria utama C,; diperoleh vektor jumlah bobot,

1 0,5 1
o = 4.8
1] X [0,5 [1] (48)
Untuk sub-kriteria utama C5; diperoleh vektor jumlah bobot,
1 171_[05] 11 49
[1 1] X [0,5] = [1] (4.9)

b. Membagi setiap elemen pada vektor jumlah bobot dengan elemen
berpasangan dari vektor prioritas untuk memperoleh bobot prioritas atau
nilai eigen (1).

Berdasarkan persamaan (4.7), akan dihitung bobot priroritas sub-kriteria
utama Cy j,

0,7044 0,9228 1,6124
0,710 10,2379 0,2207 0,3704
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=[4,1192 4,2042 4,1813 4,3528]
Berdasarkan persamaan (4.8), akan dihitung bobot priroritas sub-kriteria

utama Cs;,

Berdasarkan persamaan (4.9), akan dihitung bobot priroritas sub-kriteria

utama Cs;,

|~

Ao, = [

Ul

5 |
0,5

=[2 2]

0,

c. Menghitung rata-rata pada nilai bobot prioritas untuk menghasilkan A,,,,s-
Pada hasil bobot prioritas sub-kriteria utama C; ; akan diperoleh nilai A,
yaitu:

4,1192 + 4,2024 + 4,1813 + 4,3528
Amalks (€1j) = 4 = 4,2144

Kemudian, pada hasil bobot prioritas sub-kriteria utama C,; akan diperoleh

nilai A, yaitu:

2+2

Amaks (C2j) = 2 2
Pada hasil bobot prioritas sub-kriteria utama C3; akan diperoleh nilai A,,qxs

yaitu:

242
Amaks (C3p) = T =

Pada uji konsistensi matriks menggunakan persamaan (2.1) dan (2.2). Maka,

untuk uji konsistensi matriks kriteria utama C;, memiliki tahapan, sebagai berikut:
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1. Menghitung Consistency Index (Cl) dengan n bernilai 4, karena C; memiliki

4 Kriteria.

Amaks =1 42140 — 4

=== 4—1

=0,0713

2. Menghitung Consistency Ratio (CR), dengan nilai CI = 0,0713 dan RI =
0,89.

_CI 0,713

CR_E_(m9

= 0,08

Dengan demikan, matriks perbandingan C; pada Tabel 4.38 dinyatakan konsisten
karena nilai CR < 0,1.
Kemudian, uji konsistensi sub-kriteria utama C;; memiliki tahapan sebagai
berikut:
1. Menghitung Consistency Index (CI).
Untuk sub-kriteria C; ;, memiliki 4 kriteria maka n = 4, maka diperoleh,

_— Amaks — 1 _ 42144 -4
1 n—1 4-1

= 0,0715

Untuk sub-kriteria C,;, memiliki 2 kriteria maka n = 2, maka diperoleh,

lmaks—n_Z—Z

n—1 2-1 "

Untuk sub-kriteria C5;, memiliki 2 kriteria maka n = 2, maka diperoleh,

_lmaks—n_Z—Z_O
n—-1 2—-1

2. Menghitung Consistency Ratio (CR).

Untuk sub-kriteria Cy;, memiliki nilai CI = 0,0715 dan RI = 0,89, maka

diperoleh,

- _CI_0,0715
7RI 0,89

= 0,08
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Untuk sub-kriteria C,;, memiliki nilai CI = 0 dan RI = 0, maka diperoleh,

Cl O
—=0

CRZZEZO

Untuk sub-kriteria C5, memiliki nilai CI = 0 dan RI = 0, maka diperoleh,

clI 0
=0

R = — = —
CRs Rl 0

Dengan demikan, dapat dilihat bahwa matriks perbandingan C;; pada Tabel 4.39
sampai Tabel 4.41 dinyatakan konsisten karena nilai CR < 0,1.
4.7 Proses Pembobotan dan Perangkingan

Proses pembobotan dilakukan dengan mengalikan hasil vektor bobot sub-
kriteria utama (W;") dengan bobot prioritas AHP (ACU). Oleh karena itu, proses

pembobotan seperti Tabel 4.46.

Tabel 4.46 Perkalian Vektor Bobot (W;") dan Bobot Prioritas (ACU.)

Ci | W) (,1%) W' X Ae,;Vij=12,..,n
€| 1 41192 4,1192

C,| 1 42042 4,2042

Ci3 | 04343 ] 4,1813 1,8160

C.4 | 0,3784 | 4,3528 1,6471

Cn| 1 2 2

Cn| 1 2 2

Csy| 1 2 2

Csp | 0,2564 | 2 0,9563

Untuk kriteria utama C, tidak memiliki sub-kriteria, maka tidak berdampak
dengan kriteria utama lainnya. Oleh karena itu, penulis menetapkan entri matriks

untuk C, adalah nol. Sehingga, berdasarkan hasil perkalian W;" x /101-,- diperoleh,
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4,1192 4,2042 1,8160 1,6471

pe| 2 2 0 0
2 09563 0 0
0 0 0 0

Matriks R tersebut dikalikan dengan bobot prioritas kriteria utama yaitu A,

diperoleh,

41153 41192 42042 18160 1,6471

_|42814] 0 0

A X R =1,5872] % 09563 0 0

41723 0 0
34,0889
20 9642

=1 74732 (4.10)
| 6,7783

Berdasarkan hasil dari persamaan (4.10), akan dilakukan perangkingan, seperti

pada Tabel 4.47.

Tabel 4.47 Tahap Perangkingan

Kriteria Utama Persentase Tingkat
) Bobot Global prioritas g
C, 34,0889 43,53%
C, 29,9642 38,27%
Cs 7,4732 9,54%
C, 6,7783 8,66%
Total 78,3046

Dengan demikian, diperoleh tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dan psikotropika, seperti pada Tabel 4.48.

Tabel 4.48 Tingkat Prioritas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan
Psikotropika

Tindak Pidana Tl-ngl-<at
Prioritas
Pasal 114 1
Pasal 112 2
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. . Tingkat
Tindak Pidana Prioritas
Pasal 111 3
Pasal 127 4

4.8 Kajian Tingkat Prioritas dalam Al-Qur’an

Tingkat prioritas tindak pidana adalah persentase tingkatan suatu tindak pidana
yang memberikan informasi kasus pidana mana yang harus didahulukan
berdasarkan urutan yang disebutkan. Sehingga, dengan sistem prioritas dapat
diketahui kasus pidana mana yang memiliki pengaruh besar. Sistem prioritas ini
juga diterapkan dalam figh prioritas. Figh prioritas artinya menempatkan segala
hal dalam tingkatan yang adil dengan mendahulukan yang lebih penting (ahamm)
daripada yang penting (muhimm), untuk keteraturan dan keseimbangan kehidupan
ini.

Para pelaku pidana melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika hanya untuk memenuhi hawa nafsu ketergantungan dan dengan nilai
jual yang tinggi. Mereka kurang pengetahuan bahwa melakukan proses jual beli
obat-obatan terlarang secara ilegal, mengkonsumsi, atau memilikinya tergolong
perbuatan dosa, karena banyak mudaratnya. Apalagi barang tersebut bersifat
haram. Maka, setiap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
menyimpang dengan hadits Nabi mengenai figh prioritas tentang ilmu. Karena
ilmu dasar pengetahuan seorang muslim. jika tidak memahami atau mengetahui
bahwa aktivitas yang dilakukan banyak mudaratnya, maka berujung dosa. Hal itu
menentang ajaran Rasulullah, bahwa seorang muslim harus menjauhi perbuatan

dosa, walaupun itu termasuk pilihan yang paling mudah.
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Pada tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika diperoleh tingkatan prioritas tertinggi yaitu pasal 114 tentang
pendistribusian. Distribusi atau proses jual beli bersifat menyebar dan terjadi
secara cepat, apalagi di era sekarang ini dengan kemudahan dalam mengakses
segala sesuatu. Maka, pasal 114 memiliki dampak besar dengan vonis hukuman
terberat dan menjadi perhatian untuk dicegah atau diberantas terlebih dahulu.
Pendistribusian barang haram tergolong dalam dosa jariyah, karena barang
tersebut akan diserahkan atau dipergunakan dari satu orang ke orang lainnya.
Bahkan jika dikonsumsi dalam kadar berlebih bisa berujung pada kematian, maka
terkategorikan sebagai pembunuhan. Perbuatan tindak pidana ini bisa tergolong
dosa besar. Rasulullah mengajarkan bahwa mengharuskan untuk menjauhi dosa,
walaupun itu tergolong pilihan yang mudah.

Kemudian, pada tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika diperoleh tingkatan prioritas tertinggi kedua yaitu pasal 112 tentang
memiliki narkotika dalam bentuk olahan. Para pelaku bisa memiliki obat-obatan
terlarang melalui kemudahan dalam proses pembelian. Hal ini berdampak para
pelaku mampu menyediakan, bahkan memasok barang haram tersebut.
Kemungkinan lainnya adalah mengkonsumi obat tersebut untuk diri sendiri atau
orang lain. Sehingga, tingkat penyebaran obat-obatan terlarang bisa meningkat.
Layaknya perbuatan maksiat yang makin merajalela, jika tidak diatasi atau segera
dituntaskan. Rasulullah mengajarkan bahwa umat muslim dianjurkan untuk tetap
dalam kebenaran dan bersikap yang lurus, dan menghindari perbuatan dosa.

Pada tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan

psikotropika diperoleh tingkatan prioritas ketiga yaitu pasal 111 tentang
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memelihara atau memproduksi narkotika dalam bentuk tanaman. Tindak pidana
ini jarang dilakukan di perkotaan, karena memanfaatkan lahan untuk menanam
tanaman jenis ganja dan sejenisnya. Pemanfataan lahan untuk menghasilkan hal
yang bersifat mudarat, akan berujung pada dosa. Para pelaku pidana lebih condong
untuk membeli daripada memproduksi barang haram itu sendiri. Maka, dapat
dipastikan kemungkinan lainnya juga mengkonsumsi suatu hal yang bersifat
haram untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Hal ini juga bertentangan dengan
ajaran Rasulullah, bahwa umat muslim dianjurkan untuk tetap dalam kebenaran
dan bersikap yang lurus, dan menghindari perbuatan dosa.

Selanjutnya, pada tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan narkotika
dan psikotropika diperoleh tingkatan prioritas terakhir yaitu pasal 127 tentang
konsumsi narkotika hanya untuk diri sendiri. Pelaku tindak pidana ini hanya
memanfaatkan atau mengkonsumsi untuk diri sendiri, artinya dia juga memiliki
obat-obatan terlarang tersebut. Awalnya, pengguna mengkonumsi obat dengan
tujuan pengobatan saja. Akan tetapi, niat awal menjadi berubah karena
ketergantungan yang disebabkan oleh penggunaan melebihi dosis. Sehingga,
terjadi perubahan niat awal tidak untuk pengobatan lagi, melainkan untuk
memenuhi hawa nafsu ketergantungan itu sendiri. Terlihat bahwa tindak pidana
pasal 127 memiliki makna, niat buruk akan disertai perbuatan yang buruk juga.
Sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan Muslim, bahwa sesungguhnya
Allah SWT. tidak memandang kepada bentuk dan rupamu, tetapi Dia melihat hati

dan perbuatan kalian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan
bahwa tahapan pada metode AHP-Fuzzy, yaitu (1) Penentuan dan penyusunan
piramida hirarki dengan 4 kriteria utama tindak pidana, dengan masing-masing
cabang memiliki sub-kriteria yang berbeda; (2) Penentuan nilai crisp dengan
kondisi data yang tidak memiliki acuan dalam penentuan nilai crisp, mengakibatkan
proses tambahan, yaitu penentuan menjadi tiga variabel yaitu rendah, sedang, dan
tinggi. Kemudian, melakukan analisis pada data dengan mengkategorikan setiap
kriteria utama dan sub-kriteria utama untuk mendapatkan nilai crisp yang sesuai
dengan kondisi data dan daerah fungsi keanggotaan TFN; (3) Kemudian, setelah
melewati tahapan tersebut, maka dilakukan proses fuzzifikasi pada nilai crisp. Pada
tahap ini terdapat normalisasi vektor bobot untuk kriteria utama yaitu W =
[0,5458;0,2236;0,2307; 0] dan  untuk  sub-kriteria utama vyaitu W, =
[0,355; 0,355; 0,1544; 0,1345]; W, = [0,5;0,5]; dan W5 = [0,5;0,5]; (4) Pada
tahap AHP terdapat tahap uji konsistensi matriks dengan syarat nilai CR < 0,1.
Sehingga, mempengaruhi dalam penentuan entri setiap matrik perbandingan
berpasangan. Hal ini juga berakibat pada nilai bobot prioritas masing-masing
kriteria utama dan sub-kriteria utama. Untuk kriteria utama diperoleh bobot

prioritas yaitu Ac, = [4,1153 4,2814 14,2872 4,1723]. Untuk sub-kriteria

utama diperoleh bobot prioritas yaitu /161]. =

(41192 42042 41813 43528]; Ac,, = [2 2]; dan Ac,, =[2 2]; (5)
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Tahap terakhir adalah proses pembobotan dan perangkingan. Pada tahap
pembobotan terdapat kriteria utama yang tidak memiliki sub-kriteria. Maka, nilai
entri matriks untuk sub-kriteria tersebut adalah nol. Hasil pembobotan untuk
kriteria C; sebesar 34,0889; C, sebesar 29,9642; C; sebesar 7,4732; dan C, sebesar
6,7783. Kemudian, sebelum melakukan proses perangkingan. Hasil pembobotan
tersebut akan di ubah kedalam bentuk persen, maka diperoleh kriteria C; sebesar
43,53%; C, sebesar 38,27%; C5 sebesar 9,54%; dan C, sebesar 8,66%. Persentase
tersebut memberikan hasil akhir tingkat prioritas tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dan psikotropika. Kriteria dengan persentase tertinggi, artinya memiliki
dampak yang besar kepada kriteria lainnya. Sehingga, harus didahulukan

penangannya.

5.2 Saran

Pada penelitian ini menggunakan metode AHP-Fuzzy. Saran untuk penelitian
selanjutnya dapat menggunakan metode Multiple Atribut Decision Making-Fuzzy
lainnya, seperti TOPSIS, FSAW, WP, atau ELECTRE untuk dibandingkan hasil
akhir pembobotan serta dapat menggunakan data kasus tindak pidana lainnya yang

memiliki objek kriteria.
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